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bahwa dalam rangka penggmbangan sumber daya Pegawai
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
yang teriencana dan terprogram, serta untuk meningkatkan
kemampuan intelekfual dan wawasan sesuai latar belakang
pendidikan, kompetensi dal kebutuhan organisasi, maka
perlu adarrya sebuah Pedoman Pengembangan Kompetensi
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan;

bahwa prosedur dal penyelenggaraan pemberian tugas
belajar dan izin belajar jang rliafql dalam Peraturan Bupati
Tana Torqja Nomor 38 Tahun 2017, sudah tidak sesuai
dengan lagi dengan perkembangan keada.an dan kebutuhan
hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagr pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten
Tana Toraja melalui Jalur pendidikan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r8221;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor +3}tl; 1fu



)_

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Icmbaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tatrtbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kefa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terrtang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a771;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomc,r 2o36)ry
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O16

Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor l9).

Memperhatl&an : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri
Sipil melalui Jalur Pendidikan.

UEUITTUSKA,I{

Menetapkan PERATI'RAI{ BI'PATI TAI{A TORA"'A TETTAIYG PEIX)MAIT
PEI|GEUBATGAIY KOilPETEI|SI BAGI PEGAYAI I{EGERI
SIPIL DI LII{GI(IITGAIT PEilTRIITTAH DAERAII
IIAET'PATET TAITA TORAJA UET.ALUI JALT'R
PEI{DIDIKAIT.

BAB I
ATTEI{TUAIT T'UUU

Paral I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqla.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang memimpin Pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tora-ja.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan
rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Malusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

5. Kepala Perangka.t Da.erah adalah kepala pcrangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adal,ah Kepala BKPSDM Kabupaten
Tana Toraja.

8. Instansi adalah unit kerja tempat pemohon bekerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutrya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
1O. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adal,ah Calon

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
11. Trrgas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenja-ng yang lebih tinggi
baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah,I
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Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, organisasi swasta
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun
menggu nakan biaya mandiri.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuhrya disebut APBD
adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

13. Sasaran Ke{a Pegawai yang selanjutnya disingkat SI(P adalah rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II
MAKST'D DAII TUJUAIT

Parel 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bag pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Tor4ia Melalui Jalur Pendidikan.

Parat 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar
kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi yang akan
mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahliar atau
kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan
organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan
kepribadian profesional PNS sebagai bagran yang tidak terpisahkan dalam
pengembangan karier.

BAB Iu
RUAITG LII|GKT'P

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini merupakan pengembangan kompetensr
melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar .

BAB IV
TUGAS BEI.A.'AR

Baglan l(eratu
Umum

Pasal 5

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS

untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan formal tertentu
yang dilaksanakan padajam ke{a.

(2) Biaya Pendidikan tugas belajar sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari pemerintah,
pemerintah daerah, swasta atau lembaga tertentu yang sah maupun
bersumber dari biaya mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

ry
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(3) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali dan
melaksanakan ikatan dinas.

Bagtan Kedua
Peadanaan

Pa$l 6

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan betanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran
bea'alan.

(3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana,
sepanjang tidak membiayai kompenen biaya tugas belajar yang sama.

Pesel 7

(1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institut
pendidikan.

(2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
a. Biaya hidup dan biaya operasional;
b. Buku dal referensi; dan
c. Biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.

(3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (U diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor
dan /atau masing-masing institusi pendidikan.

Palel 8

(1) Datam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan
biaya mandiri.

(2) Ketontuan pembcrian tutas bclajar dengan biaya mandiri berlaku mutqti.s
mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

Begteo Ketlga
Jangka lWaktu Tugar BolaJar

Paset 9

(l) Tugas belajar diberikan denganjangka waktu sebagai berikut
a. program diploma tiga (D-3) maksimal 3 tahun;
b. program sarjana (S- l)/diploma empat (D4) maksimal 4 tal.unl
c. program magister (S-2) maksimal 2 tahun; 

ry

It
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d. program doktor (S-3) maksimal 4 tahun;
e. program spesialis- I maksimal 5 tahun; dan
f. program spesialis-2 maksimal 3 tahun.

(2) Jangka waktu tugas beleiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang

pindahan/konversi dari pendidikan sebelumnya menyesuaikan dengan

program Pendidikan dari satuan pendidikan.
(3) Apabila jangka waktu tugas belajar sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) telah

habis, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar paiing banyak 2 (dua)

semester atau I (satu) tahun dengan per€etujuan Instansi dan/atau sponsor'
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan

kriteria:
a. p€rubahan kondisi sistem studi/perkuliahan
b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belqjar; dan /atau
c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan walctu karena terdapat

situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas
belqjar.

(5) Perpanjangan tugas belajar sebagsimana dimaksud pada ayat (3) diajukan
dengan surat permohonan perpanjangan T\.rgas Belajar kepada Bupati mel,alui
Kepala BKPSDM disertai penjelasan alasan perpanjangannya.

(6) Permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melampirkan:
a. Salinan sah SK tugas belajar;
b. surat keterangan dari lembaga/universitas yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan masih aktif sebqgai mahasiswa; dan
c. laporan kemajuan pendidikan yang sedang d{jalani dari yang bersangkutan.

(7) Perpanjangan jaryka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan
sebngaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalnm hal te{adi keadaan
kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.

(8) Perpanjangan jangka waktu tugas beleiar ditetapkan oleh ppK dan
diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(9) Biaya pendidikan tugas belajar yang menjalani perpanjangan waktu
dibebankan kepada PNS tugas belajar apabila biaya sebelumnya ditanggung
oleh Pemerintah Daerah.

(10) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan
perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar pNS yang
bersangkutan.

Paral 10

(1) PNS dapat melalsanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut
untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, dengan
persyaratan :

a. mendapat persetujuan ppK;
b. prestasi pendidikan berpredikat paring rendah cumlaude atau setara;
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
d. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
e. mempertimbangkan sisa masa kerja seterah menyelesaikan tugas belajar.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a ,''gt a i), didaserkan
pada rencana kebutuhan tugas belajar instan"q
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Baglea KeemPat
UeLaalrme PeogaJuaa Tugar BclaJar

Patal 11

dengan Predikat baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang:

1)darampemeriksaanpelanggarandisiplindan/atautindakpidana;
2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiptin

sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani

pemberhentian sementara PNS.

f. tidak pemah :

1) d[iatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu)

tahun terakhir;
2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam (satu) tahun
terakhir; atau

3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun teral<hir.

g. mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang
bersangkutan;

h. memenutri persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh
instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;

i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas bel4jar;
(2) Tugas belajar dapat diselenggaralan pada perguruan tinggl dalam dan/atau

perguruan tinggi Luar Negeri.
(3) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dirnaksud pada angka 3 terdiri

atas:
a. perguruan tinggi negeri;
b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
c. perguruan tinggi swasta.

(4) Tugas Belajar yang diselen oleh perguruan tingg rrapat dilakukan
secara jarak jauh, kelas mdam dan/ atau sabtu-minggu separg'ang telah
memiliki izin/persetqjuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan

a paling kurang 1 (satu) tahun terhitung

sejak diangkat sebagai PNS;

b. memiliki "io *"J kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa

pendidikan dan masa ikatan dinas' dengan ketentuan paling kurang:

1) 3 (tiga) kali waktu norrnatif program studi sebelum batas usia pensiun

jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2) 2 (dua) kati *aktu normatif pnogram studi sebelum batas usia pensiun

jabatan,untuktugB'sbelajaryangtidakdiberhentikarrdarijabatan.
c.memi]ikipenilaiantine4adatam2(dua)ta}runteralrlrirpalingrendah

l.
'apendidikan sesuai ketentuan perundanfundangan t
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(5) Program studi yang dipilih ddam penyelenggaran tugas belajar di perguruan
tinggi harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai perencantran kebutuhan tugas belajar instansi;
b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;

c. memiliki a-t<reditasi paling kurang :

1.B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagr program studi
perguruan tinggi dalam negeri; atau

2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan

tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali

atas persetuj uan Menteri; dan
d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan bagi program studi perguruan tings luar negeri'

Baglaa Kollma
Metanlrme Pemberlan Tugas BelaJar

Pasal 12

(1) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar mengajukan permohonEln

rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:

a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar;

b, surat penawaran dari perguruan tingg yang akan diikuti;
c. surat penawaxan pembiayaan Pendidikan;

d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
e. salinan sah tJazah dan transtaip terakhir.

(2) PNS yang sudah memperoleh rekomendasi dari Bupati melakukan

pendaftaran dan/ atau mengikuti seleksi pada lembaga yang dituju'
(3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, mengajukan permohonan

tugas belajar kePada BuPati.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan berkas

persyaratan sebagai berikut:
a. surat rekomendasi mengikuti seleksi (kecuali tugas belajar biaya mandiri);

b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;

c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (bila

biaya bersumber dari sPonsor);

d. Pai(ta Integritas yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagtan

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. aLlra.t pernyataan bersedia rncngikuti ikatan dinas setelah tugas belajar

selesai (kecuali tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari

jabatannya) yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakal tentang:

l.tidaksedangdalampemeriksaanpelanggarandisiplindan/atautindak
pidana;

2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau

hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau

3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/ atau

menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS'

sebegaimana format yang tercantum dalam t'ampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini' 
E

l.
T
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g. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa:
l. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri,

loyal dan berdedikasi; dan
2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat walrtu.
sebagaimana format yant tercantum dalam Lampiran lV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h. uraian tugas dan fungsi yang dilakukan sehari-hari ditandatangani oleh
yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan;

i. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
j. salinan sah kartu pegawai;
k. salinan sah SKP, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l. salinan sah ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diakui dalam

administrasi kepegawaian;
m. surat keterangan program studi yang diikuti terakreditasi dibuktikan

dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang; dan
n. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.

(5) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan menyusun rancangan surat tugas
belajar.

(6) Rancangan surat tugas belajar diajukan ke Bupati untuk ditandatangani.
(7) Format surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Baglan Keenam
Hak dan KewaJlban

Paral 13

Hak PNS Tugas Belqjar yaitu:

a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya,
melal<sanakan re-entrg program di unit ke{a yang melaksanakan fungsi di
bidang kepegawaian.

c. Instansi perrnerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di
bidang kepegawaian menyelenggarakan reen@ program bagi PNS yang telah
menjalani tugas belajar.

d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebaqaimana
pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan
pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada huruf c, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih
kecuali terdapat formasi. 731



ib melakukan hal_hal sebagai berikut:
ian terkait pemberian tugas belajar

1) subjek perl'anjian; 
ajar paling sedikit memuat :

2) Kesepakatan para pihak; dan
3) taxa lain nama perguruan tinggi, program

tudi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak
konsekuensi atas pelanggaran kewajiban,

keadaan kahar (force majew), dan penyelesaian sengketa.c' Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana
dimaksud huruf b angka 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber
pendanaan dan kedudukan pNS.

d' PNs yang telah seresai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada ppK
paling lama 15 (rima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas ielajar.e. PNS yang telah selesai menjarani tugas belajar, waiit metaksaiakan itatan
dinas selama :

1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tuga.s belajar, bagi pNS yang menjalani
tugas belajar yang diberhen ikan dari jabatannya.

2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas bela-iar, bagi pNS yang menjalani
tugas bel,ajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

- l0-

Pasal 14

3) I (satu) kali masa peraksanaan tugas betajar, bagi pNS yang menjarani
tugas bel4jar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya,

f. PNs yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan
dari jabatannya, tidak wajib menjatani ikatan dinas.

g. selama menjalani ikatan dinas, pNS tidak diperkenankan mengajukan
pengunduran diri sebagai pNS.

h. Ikatan dinas sebagaimana dimar<sud pada huruf e dapat dilaksanakan di
instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur
masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.

i. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebag"imans dimaksud pada huruf e
berakhir pada saat:
1)jangka waktu ikatan dinas telah dipenuhi;
2) mencapai batas usia pensiun; atau
3) diberhentikan sebagni PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangal.
j, PNS yang telah selesai menjalani tugas bel4jar berkelanjutan, wajib

melaksalakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara
kumulatif.

k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang
dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai
peraturan perundangan.,fl

It
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Baglen KetuJuh
Kedudukan PI{S Tugas BelaJar

tmd lE

Kedudukan PNS Tugas Belqjar adalah sebagai berikut:
a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam)

bulan diberhentikan dari jabatan.
b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar

berkedudukan pada unit keda yang melaksanakan fungsi di bidang

kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
c. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap

melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan darijabatan dalam hal:
1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;

d. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya,
selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit keda sesuai
dengan jabatannya.

Baglan Kedelopan
Pembatalan dan Penghentlan Tugas BelaJar

Pasal 16

Tate cara Pembatalan I\rgas Belajar adalah:
a. Pimpinan unit keda dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar

PNS di lingkungan unit keq'anya kepada ppK, sebelum keberangkatan
ketempat pelaksanaan tugas belajar dengal disertai alasan pembatalan dan
data dukung yang diperlukan.

b- Alasan pengusulal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara
lai11;

1. PNS yang bersangkuatan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas
belajar;

2. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan,
dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang
tingkat sedang;

3. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaaan atas
dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

4. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas
belajar sesuaijadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

5. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri
seb"gai PNS tugas belajar; dan/atau

6. Alasan lain yang ditetapkan oleh ppK.
c. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana

dimaksud huruf b angka 3, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah,
maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tuga.s tctair. p

I
T
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Parel 17

Tata cara Penghentian T\rgas Belajar adalah:
a. Pimpinan unit keda dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas

belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai

alasan penghentlan dan data dukung yang diperlukan.
b. Alasan penghentian sebegnimsns dimalsud pada huruf a, antara lain:

l. PNS tidal< dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
2. PNS dinyatakan tidak sehatjasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan

sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan;

3. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesailen tugas belajar berdasarkan
hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

4. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan
telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;

5. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
6. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK'

c. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu,

wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas

belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagtan Kerembllan
Monltorlng dan E'naluatl

Pasal lt

(1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

belajar melalui laporan kemajuan pendidikan yang dijalani PNS tugas belajar

selama 6 bulan (persemester) serta laporan hasil pelaksanaan tuga.s belajar

pada akhir pelaksanakan penugasan (ijaz:h dan transkrip nilai).

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati.

BAB V
XISTEI{TUAIT PERALIIIAIT

Pessl 19

Surat Tugas Belajar dan Izin Betajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar setesai. [$z



Pada saat Peraturan Bupa.ti ini m'rlei berl,aku, Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar
Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor
40) dicabut dan dinyatakan tidak berLaku.

Parel 21

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pa.da tancgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengtrndangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetaplen di Makale
pada tanttal e, lPlIIr &22.frperr r^x^roRuru (b

trILUs ALIPRERI'IYG

Diundangkan di Makale
pada tansgal 2E 

^I'IIL 
eOAt

AEtrRETARIA DAERAII XABI'PATEil TATA TORA,JA,

SETI'EL BI'RA

BERITA DAERAII TABI'PATEW TAIIA IIORAI'A TAIIIM 2O'I2 ITOUOR O?



I.AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

AAOI TDO,IIIAI NEODM EIru, DI LTNOIIUNOAN
PEMERII{TAH DAERAH KAEIUPATEN TANA TORA"IA
MEI-ALUI JALUR PENDIDIKAN

Pada hari ini

di bawah ini:

PAIITA ITBI}RITAS

tanggaf ... bulan ... tahun ..., bertempat di......., yang bertandatangan

Nam'a :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi i

dengan ini menyatakan, bahwa dalem ralgka psleksnnakan Tugas Belajar jenjang

Program Studi ........ di......., terhihrng sejak tanggal .......... sampai dengan

saya sanggup untuk:

a. setia dan taat kepa.da Negara Kesatuan Republik lndonesia, pancasila, dan
Undang-Undang Dasar Negaxa Republik lndonesia Tahun 1945;

b. mempunyai dedikasi, integritas, dnn komitmen yang tinggi dqlam rangka

melaksanalan Tugas Belajar;

c. bersedia mendedikasikan dan mengaMikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh

untuk kemajuaa Pemerintah Daerah Kabupten Tana Toraja;

d. Udaft melakulan perbuatan tercela yang bertentanqan dengan hukum dan/atau
nilai kesusilaan selama melaksanakan Tugas Belajar;

e. bersedia melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan hasil baik dan
tepat waktu;

f. bersedia melaporkan hasil akadenik s6tisp semester kepada BupatiTam Toraja
melalui Badan Kepegawaian dan pengcmbanga, sumber Daya Ma,usia
Kabupaten Tana Toraja;

g. akan menyampaikan Iaporaa alhir tugas belajar kepada Bupa.ti rana Toraja
melalui Kepala BKPSDM Kabupa.ten Tana Toraja paling ramfo61 15 (Iirn6 661r"1

hari kerja sejak berakhirnya masa hrgas belajaq dqn

h. bersedia dievaruasi d"r" apabila hasil evaluasi membulrtikan saya tidak
melaksanalan da.n mentaati huruf a sampai g tersebut di atas, maka saya siap
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dnlnm psrafuran Bupati rana Toraja
tentang Pedoman Pengembangan Kompet€nsi bagi peggwai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerinta.h Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur pendfulikan.



Dcoikian Falrta luegritm ini .aya buat d..ng.'r *heraya, dr-ngen Detrrai c1tup,
dore'n badaan ochat iaoani don p[6i 65s ' rrtrn adal5ra !3kancn atau rksean dari

Pihat l'in.

Mcrfistahulf

Kepera BrPSDM IGb. Tana ToreJq FegEwaiTugao Bel{er,

Mat€ral Rp. 10.q)O,-

\.nunenrene'rcR rr,,Dl
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FIII'S ALIORERT'NG



NIP

I"AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR TAHUN2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPE.TENSI

BAGI PEGAWAI NEGDRI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA
MEI,ALUI JALUR PENDIDIKAN

SURAT PTR]rYATAAtr BDRSEDIA UEITGIKITII I{ER^'A IIrATAIT DITAS STI.AUA
WAI{TI' YAtrG DrIEf, II'X.AIT

Yang bertanda tqngen di bawah ini:

Nqna

Pangkat/ Gol

Unit Kerja

Menyata-kaa dengan sebenar-benarnya ba-hwa saya brsedia mengikuti kerja ikataa
dinas selema waktu yang ditentukan yaitu (2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar,

bagi PNS yang menjalad tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannyai 1 (satu) keli

masa p6laksarraarr tugas beLajar, bagi PNS yang menjalani tugas bel,ajar yalg tidak
diberhentikan dari jabatannya; I (satu) kali 66sa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS

yang menjalani tugas bel,ajar biaya mandiri yang diberhentikan deri jabatannya) dan

tidak mengusulkan mutssi s€lema rasa ikatan dinss.

Demikian pernyataan ini saya buat tarpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila

di kemudian hari ternyata pemyataan ini tidak benar, maka saya sisp menerima
hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pegawai T\rga.s Belajar

Materai Rp. 1O.0OO,-

Srueerr rlul.AToRl-JA,g

THEOFILUS AI-I-ORERUNG



I,AMPIRAN M
PERATURAN BI'PATI TANA TORA.IA
NOMOR TAIIUN 2022
TENTANG

FEDOMAN PENOETMANOAN KOMFETENSI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA
MEI.ALUI JALUR PENDIDIKAN

KOP OPD-

SI,RAT DERIIY,f,TArfr
No:

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP

Jab+tan
Unit Organisasi

Kepala

d6ngon ini menyatakan bahwa:
Nnma
MP
Jabatan
Unit Organisasi

adalah benar-ber:ar:
1. tidak s€dang flnlnm pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak

pidana;
2. tidak nedang menjelani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuma''

disiplin sedang atau hukuman disiplin beraq atau
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau menjqtani

pemberhentian sementara sebagai Pl{S.

sehingge depet dipertimbengkan mengikuti Tugas Betajar jenjang ..... program Studi .....
di

lsmikinn Pernyatrnn ini dibuat fl6ngen sebenar-benamye untuk dipergunekan
sebagaimana mestiaya.

Kepale

Pangkat:
NIP-

f aueerr rANA ToRA^r o, g

F'ILUS ALT-ORERUNG



I,AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORA]A
NOMOR TAHI,JN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BAOI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI I,INGKUNGAN
PEMERIIYTAH DAERAH XABUPATEN TANA TORA.IA

MEI,ALUI JALUR PENDIDIKAN

KOPOPD

SURAT REtrIOIIEilDASI
No:

Yang bertanda tangan di bawah inl
Nama
NIP

Jabatan
Unit Organisasi

dengan ini menyatakan bahwa:
Nrma
NIP
Jabatan
Unit Organisasi

untuk mengikuti Tugas Bel,ajar jenjeng ...... Progra.m Studi ,..... di ........, karena
berdasarkan pengernatarr knmi yang bersangkutan merniliki motivasi tinggi untuk
mengembangkaa dti, byal dan berdedikasi, sehingga rrampu menyelesaikan
pendidikan tepat waktu.

[smikien Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diperguna]an
sebagaimala mestinya,

Kepala

Pangkat:
NIP.

Kepala

$nueerr rANA ToRA*, A, lTy

EOFILUS ALLORERUNG



Dasar :

I,.AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPRTENSI

tsAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA
MEI.ALUI JALLIR PENDIDIKAN

KOP BUPATI

SURAT TUGAS BEI.AJAR
NOMOR:892- /BKPSDM/

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor : ... Tahun ... Tentang Pedoman

Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Jalur Pendidikan;

Surat Permohonan Tugas Belajar pada Program Studi ......... pada

Fakullas ........... di a.n

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan : BUPATI TANA TORAJA

dengan ini memberikan Tugas Belajar kepada :

Nama

NIP

Pangkat / Gol

Unit Kerja

di
Untuk melanjutkan pendidikan pada program Studi

dengan ketentuan sebagai berikut :

pada Fakultas

1.

2.

a. Biaya Pendidikan bersumber dari anggaran . .. .. . .. . . .. .;
b. Tidak sedang menjalani hukuman disiprin tingkat sedang dan berat, dan

selama menjalani masa tugas belajar wajib menjaga si[ap, peritatu Jan
ng berlaku, serta menjaga nama baik

n bidang tugasnya sebagai ..............;

(bagi yang lepas jabatan) entara dari jabatan sebagai ."" """":
e. Jangka waktu Tugas Belajar adalah:

a. Tugas Belajar harus selesai paling lambat.....,... tahun, dan dapat
diperpanjang maksimal 1 (satu) ta un atau 2 (dua) semester;

b. Dalam hal setelah diperpanjan
menyelesaikan tugas belajamya
maksimal 1 (satu) tahun atau z
dibebankan kepada pNS tugas
ditanggung oleh Pemerintah Daera



c. Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
dapat diberikan dengan ketentuan adanya perubahan kebuakan program
gtUCi dan bukan karena kelalaian, yang diperlihatkan dengan bukti

tertulis;
f. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih

tinggi bila formasi belum memungkinkan;
g. PNS yang bersangkutan tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian berupa

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja dan penghitungan
masa kerja, sesuai dengan ketentuan;

h. PNS yang bersangkutan wajib membuat laporan kepada Bupati Tana Toraja

melalui BKPSDM Kabupaten Tana Toraja mengenai :

a. Kemajuan pendidikan yang sedang dijalani setiap semester (per 6 bulan);
b. Hasil pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir penugasan berikut salinan

bukti kelulusan (ijazah) dan tesis/tugas akhit:
i. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhimya masa tugas belajar;
j. Bupati Tana Toraja dapet membatalkan pemberian Tugas Belajar ini apabila

PNS yang bersangkutan dinilai tidak bertanggung jawab, lalai, tidak mampu
dan mengundurkan diri, atau kondisi lainnya yang bertentangan dengan
ketentuan mengenai peraturan disiplin PNS;

k. Dalam hal tugas belajar terhenti karena kesalahan PNS yang bersangkutan,
maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk tugas belajar tersebut.

Demikian Tugas Belajar ini diberikan kepada yeng bercangkuten untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale

pada tanggal

BUPATI TANA TOR,fuJA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

Kepala BKN Regional lV Makassar di Makassar;
Rektor ... ... ... ... di

1

2
3
4
5

lnspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
Kepala..... (OPD);
Pertinggal.

tsuparr rANA ToRA.r

f ,,"oFILUS ALI.ORERUNG


